
 
 

 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR      12     TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 
yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950  tentang  Pembentukan  
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981   tentang  Hukum Acara 
Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 
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  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4959); 

  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun  
2011 ; 
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  19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 5, Seri C ); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 10); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PAJAK 
DAERAH. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

  1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 

  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

  3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. 

  5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. 

  7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

  8. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi 
kewenangan untuk memungut pajak daerah. 

  9. Kas Umum Daerah adalah kas umum Kabupaten Ponorogo.  

  10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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  11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

  12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

  13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

  14. Rumah Kos adalah rumah atau tempat tinggal (mondok) yang disewakan 
dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan. 

  15. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai 
bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat 
mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat 
penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau 
minuman kepada subjek pajak. 

  16. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat 
pelubang atau plong kertas atau stempel. 

  17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. 

  18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

  19. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

  20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

  21. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak 
atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 
menyelenggarakan hiburan. 

  22. Tanda masuk adalah semua tanda dalam bentuk apapun yang dapat 
digunakan untuk memasuki tempat hiburan termasuk kartu langganan 
atau member. 

  23. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah sejumlah 
uang yang dibayarkan oleh penonton atau pengunjung, pengguna, 
penikmat hiburan, baik dicantumkan maupun tidak dicantumkan dalam 
tanda masuk. 

  24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

  25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

  26. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan 
atas nama pihak lain. 
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  27. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat 
pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa 
reklame. 

  28. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang 
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria 
kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek 
kegiatan dibidang usaha. 

  29. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, 
adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau 
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli 
bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos 
perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan 
pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai 
dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, 
ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah di izinkan. 

  30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang 
dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak 
reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya 
pajak reklame. 

  31. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap 
dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) 
tahun serta bangunannya berkonstruksi. 

  32. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat 
sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat 
bertahan lama. 

  33. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang terbuat dari papan 
kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau 
digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, 
pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari. 

  34. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah 
reklame yang menggunkan layar monitor besar berupa program reklame 
atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat 
berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 

  35. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan 
pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan 
kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. 

  36. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain 
yang sejenis dengan itu. 

  37. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan 
terbuat dari kayu, logam, fiberglass/plastik dan bahan lain yang sejenis 
sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri 
dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen. 

  38. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran 
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada 
suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² 
per lembar. 

  39. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda lain. 

   

   


